PERATURAN
KEPALA DESA KARANGKEDAWUNG

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2023




Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA KARANGKEDAWUNG

KECAMATAN SOKARAIJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN KEPALA DESA KARANGKEDAWUNG

NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

bahwa

KARANGKEDAWUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGKEDAWUNG

sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa

Karangkedawung Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala

Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,



10.

11.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
PEraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber Dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 );

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang PEmbinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kecamatan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa (Berita negara Republik Indonesia tahun
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2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Bersekala Desa ( BErita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158 );

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012 );

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018 Nomor 4 );

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri
E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banyumas Tahun
2005 — 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009
Nomor 4 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 —
2031 ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3
SeriE);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran
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Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Penetapan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016
Nomor 8 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2018 — 2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2019 Nomor ..... Seri E );

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2014 tentang
Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2014 Nomor 81 );

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9
Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2020 Nomor 2);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2015 Nomor 21);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2018 Nomor 56);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan
Tetap Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala
Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Penghargaan
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Desa Karangkedawung Nomor 4 Tahun 2016 tentang



Menetapkan

32.

33.
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Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangkedawung
(Lembaran  Desa  Karangkedawung  Tahun 2016  Nomor
141.1/77/2016);

Peraturan Desa Karangkedawung Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Lembaran Desa Karangkedawung Tahun 2018 Nomor
030/89B/2018);

Peraturan Desa Karangkedawung Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa ( RPJMDes )
Karangkedawung Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa
Karangkedawung Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun
2019 Nomor 3);

Peraturan Desa Karangkedawung Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan
Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa
Karangkedawung Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Desa Karangkedawung Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Desa Karangkedawung Nomor 6 Tahun
2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan
Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Desa Karangkedawung Tahun 2020 Nomor 5);

Peraturan Desa Karangkedawung Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Dana Cadangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Tahun 2025 (Lembaran Desa Karangkedawung Tahun 2019 Nomor 7);
Peraturan Desa Karangkedawung Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pendirian Badan Usaha Milik Desa Karangkedawung (Lembaran Desa
Karangkedawung Tahun 2021 Nomor 3 );

Peraturan Desa Karangkedawung Nomor 06 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Karangkedawung Tahun 2023
(Lembaran Desa Karangkedawung Tahun 2022 Nomor 06 );

MEMUTUSKAN

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KARANGKEDAWUNG TAHUN ANGGARAN 2023.



Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa
b. Pendapatan Transfer
c. Pendapatan Lain - Lain
Jumlah Pendapatan
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

o

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan
Darurat dan Mendesak Desa
Jumlah Belanja
Defisit
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a-b)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam
Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang

Rp 307.700.000,00
Rp 2.308.490.157,00
Rp 8.241.233,00
Rp 2.624.431.390,00
Rp 1.089.006.660,00
Rp 906.586.000,00
Rp 212.459.500,00
Rp 412.414.000,00
Rp 222.662.510,00
Rp 2.843.128.670,00
Rp - 218.697.280,00
Rp 253.697.280,00
Rp 35.000.000,00
Rp 218.697.280,00
Rp 0,00

disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.



Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Karangkedawung
Pada tanggal : 22 Desember 2022

SETIADI, SH

Diundangkan di : Karangkedawung
Pada tanggal : 22 Desember 2022

Se i sa

A AYITNMO

BERITA DESA KARANGKEDAWUNG TAHUN 2022 NOMOR 04.



